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Abstract: This study aims to determine the location of the disaster emergency 
warehouse as a place for storing food and beverages as well as medicines for first 
aid during a flood. Objects selected for this study is Jakarta. Flooding is a 
problem that often occurs in Jakarta as a result of heavy rainfall and the 
geographical conditions of Jakarta. Forty percent of the area of Jakarta is below 
sea level and there are 13 rivers flowing through Jakarta and has estuary in 
Jakarta Bay. This study uses three approaches, namely analytic hierarchy process 
(AHP), cluster analysis and technique for an order of preference by similarity to 
ideal solution (TOPSIS). The results of data processing by using AHP showed 
that criteria and sub-criteria with the highest weighting for selecting the location 
of  disaster emergency warehouse were owned by  delivery time. Furthermore, 
the results of data processing using cluster analysis and TOPSIS indicated that 
there were five potential sites for disaster emergency warehouse in order of 
priority: Sub-district Makasar followed by Kebon Jeruk, Tanjung Priok, Senen, 
and Cilandak.  
Keywords: Disaster Emergency Warehouse, DKI Jakarta, Cluster Analysis, 
AHP, TOSIS 
 
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menentukan lokasi gudang darurat 
bencana sebagai tempat menyimpan makanan dan minuman serta obat-obatan 
untuk pertolongan pertama pada saat banjir. Obyek yang dipilih untuk penelitian 
ini adalah Provinsi DKI Jakarta. Banjir merupakan masalah yang seringkali 
terjadi di Provinsi DKI Jakarta sebagai dampak dari curah hujan yang tinggi dan 
kondisi geografis Provinsi DKI Jakarta. Empat puluh persen dari luas Provinsi 
DKI Jakarta berada dibawah permukaan air laut dan terdapat 13 sungai yang 
melewati dan bermuara di teluk Jakarta. Penelitian ini menggunakan  tiga buah 
pendekatan pendekatan, yaitu. analytic hierarchy process (AHP), cluster analysis  
dan technique for order of preference by similarity to ideal solution (TOPSIS). 
Hasil pengolahan data dengan menggunakan AHP menunjukkan bahwa bobot 
tertinggi untuk pemilihan lokasi gudang darurat bencana dimiliki oleh  kriteria 
waktu pengiriman. Selanjutnya, hasil pengolahan data dengan menggunakan 
cluster analysis dan TOPSIS mengindikasikan bahwa terdapat 5 lokasi potensial 
untuk gudang darut bencana dengan urutan prioritas: Kecamatan Makasar dikuti 
dengan Kebon Jeruk, Tanjung Priok, Senen, dan Cilandak 
Kata Kunci: Disaster Emergency Warehouse, DKI Jakarta, Cluster Analysis, 
AHP, TOSIS, 






Data rekapitulasi bencana dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana 
(BNPB) menunjukkan bahwa, selama kurun waktu 1815-2014, banjir merupakan  
bencana yang paling sering terjadi di Indonesia. Dalam hal ini, banjir menempati urutan 
pertama dengan jumlah 3.990 kejadian (39%), disusul oleh angin puting beliung 
dengan jumlah 1.771 kejadian (17%) dan tanah longsor dengan jumlah 1.600 kejadian 
(16%). Selanjutnya, diantara seluruh provinsi di Indonesia, Provinsi DKI Jakarta 
merupakan daerah yang paling sering terkena bencana banjir. DKI Jakarta adalah 
Ibukota Negara Indonesia dengan kepadatan penduduk terbesar di Indonesia, yaitu 
sebesar 13,9 ribu jiwa/km2. Bencana banjir yang berlangsung di Provinsi DKI Jakarta 
terutama disebabkan oleh kondisi geografis dari provinsi tersebut dan curah hujan yang 
tinggi. Empat puluh persen dari luas total Provinsi DKI Jakarta berada dibawah 
permukaan laut dan terdapat terdapat 13 sungai yang melewati Provinsi DKI Jakarta 
yang bermuara ke Teluk DKI Jakarta (BPBD Provinsi DKI Jakarta, 2014).  Provinsi 
DKI Jakarta memiliki siklus banjir besar lima tahunan, dimana banjir yang terjadi di 
Jakarta pada tahun 2007 merupakan salah satu banjir terbesar yang pernah dicatat. 
Hampir 60% wilayah DKI Jakarta terendam banjir. Disamping itu, bencana banjir 
tahun 2007 merupakan bencana banjir yang paling banyak memakan korban jiwa, yaitu 
sebesar 8 orang meninggal pada saat kejadian bencana banjir, yang kemudian 
meningkat menjadi 19 orang pasca terjadinya bencana (BNPB, 2014). Peningkatan 
jumlah korban jiwa tersebut diakibatkan oleh hal-hal yang timbul pasca terjadinya 
bencana, seperti munculnya wabah penyakit, kelaparan, serta terlambatnya evakuasi 
dan penyaluran bantuan. Disamping korban jiwa, banjir juga merugikan di beberapa 
sektor. Selain kerugian yang bersifat materi, tergenangnya fasilitas perkantoran, akses 
jalan, dan sarana pendidikan tentunya mengganggu aktivitas ekonomi dan sosial di 
Provinsi DKI Jakarta (BNPB, 2014; United Nations Development Programme, 2007).  
Salah satu kegiatan penting dalam penanggulangan bencana adalah kegiatan 
logistik. Hal ini ditegaskan oleh  Ozdamar, et al., (2004), Yuan dan Wang (2009), Van 
Wassenhove (2006). Sekitar 80% dari kegiatan penanggulangan bencana merupakan 
kegiatan logistik Dalam menanggulangi bencana, kegiatan logistik bantuan 
kemanusiaan memiliki dua fungsi utama yaitu kesiapan dan respon tanggap bencana 
(Thomas, 2003). Sukses atau gagalnya suatu kegiatan penanggulangan bencana 
bergantung kepada manajemen logistik yang diterapkan. Didalam manajemen logistik 
bantuan kemanusiaan yang baik, terdapat sejumlah hal yang perlu diperhitungkan yaitu 
efisiensi, efektifitas, ketepatan waktu (Nappi dan Souza, 2015), dan kecepatan (Sheu, 
2007). Manajemen logistik bantuan kemanusiaan berbeda dari manajemen logistik yang 
bersifat bisnis. Hal ini dikarenakan tingkat ketidakpastian kebutuhan logistik bantuan 
kemanusiaan lebih besar daripada logistik bisnis (Sheu, 2007). Ketidakpastian ini yang 
menjadi dasar untuk pembentukan tindakan pencegahan khusus untuk manajemen 
logistik bantuan kemanusiaan pada saat terjadi bencana sehigga kesiapan menghadapi 
bencana dapat meningkat. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan 
kesiapan dalam menghadapi bencana adalah dengan menyediakan lokasi-lokasi gudang 
logistik sebagai sarana penyimpanan bantuan atau yang biasa disebut dengan pre-
posiotioning. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat kebijakan gudang darurat 
bencana seperti yang telah dilakukan beberapa negara seperti Dubai, RRC, Amerika 
Serikat dan masih banyak lagi (Roh, et al., 2013; Turgut, et al., 2011). Gudang darurat 
bencana sebagai sarana penyimpanan persediaan bantuan merupakan tempat 




penyimpanan yang dibuat sebagai pertolongan pertama apabila terjadi bencana (Ye, et 
al., 2015). Fungsi utama dari gudang darurat bencana ini adalah sebagai sarana 
penyimpanan pasokan barang-barang medis maupun pertolongan pertama yang dapat 
berupa barang-barang kebutuhan hidup yang penting yang diharapkan dapat 
menormalkan kondisi hidup korban pada saat dan setelah bencana (Turgut, et al., 
2011). Kebijakan tersebut terbukti dapat membantu mendistribusikan sumberdaya 
secara lebih cepat pada saat terjadinya bencana dan dapat mengurangi permasalahan 
terkait logistik jika terjadi bencana (Ye, et al., 2015).  
Penelitian ini dilakukan untuk memberikan usulan kepada pihak pemerintah 
Provinsi DKI Jakarta untuk mengadopsi kebijakan pembangunan gudang darurat 
bencana sehingga penyaluran bantuan dapat dilakukan dengan cepat dan optimal untuk 
meminimalisir kerugian yang mungkin ditimbulkan atas kejadian bencana khususnya 
bencana banjir yang seringkali terjadi di Provinsi DKI Jakarta. Dalam penelitian ini, 
untuk menentukan lokasi gudang darurat bencana, terlebih dahulu dilakukan 
pembobotan kriteria dan subkriteria dengan menggunakan metode namely analytic 
hierarchy process (AHP), setelahnya, dilakukan pendekatan cluster analysis, yaitu 
metode pengelompokkan berdasarkan jarak dan jumlah penduduk dan diakhiri dengan 
metode technique for order of preference by similarity to ideal solution (TOPSIS) 
untuk melakukan evaluasi terhadap lokasi yang didapat dari metode cluster analysis. 
Adapun pengelompokkan dilakukan per kota administratif di Provinsi DKI Jakarta.  
KAJIAN TEORI 
 
Logistik. Menurut Council of Logistics Management (1998), logisitk  adalah bagian 
dari proses rantai pasok yang melakukan perencanaan, pengimplementasian, dan 
pengongontrolan atas penyimpanan barang, jasa, dan informasi yang terkait, dimulai 
dari sumber sampai dengan ke tangan konsumen secara efektif dan efisien. Perbedaan 
yang jelas antara rantai pasok dengan logistik adalah logistik merupakan kegiatan yang 
berada didalam batasan lingkup suatu organisasi dan tugas utama dari logistik adalah 
mengoptimalkan aliran barang di organisasi tersebut; sedangkan manajemen rantai 
pasok merupakan perluasan dari logistik dan berperan sebagai sambungan serta 
koordinasi di antara berbagai bagian maupun entitas yang terdiri dari pemasok, 
konsumen, dan organisasi itu sendiri (Christopher, 1998). Dengan demikian, logistik 
lebih fokus terhadap memberikan arahan semua aktivitas yang terjadi didalam 
organisasi dalam rangka penerimaan material sampai dengan pengiriman produk, 
sedangkan rantai pasok lebih fokus terhadap manajemen hubungan antara barbagai 
bagian atau entitas yang terlibat (Roh, et al., 2013) 
 
Logistik bantuan kemanusiaan. Logistik bantuan kemanusiaan didefinisikan sebagai 
proses perencanaan, pengimplementasian, dan pengontrolan aliran material dan 
penyimpanan barang serta informasi yang terkait secara efektif dan efisien; dari awal 
mula sampai ke titik dimana bantuan yang diberikan dapat mengurangi penderitaan dari 
korban (Thomas dan Kopczak, 2005). Tujuan dari logistik bantuan kemanusiaan adalah 
untuk menyediakan bantuan kemanusiaan dalam bentuk air bersih, obat-obatan, 
perlindungan, dan bahan pokok bagi tempat yang terkena bencana (Beamon dan Balcik, 
2008).   
 
Penyimpanan persediaan pada logistik bantuan kemanusiaan. Penyimpanan 
persediaan pada logistik bantuan kemanusiaan memiliki hubungan erat dengan fase 




persiapan dalam penanggulangan bencana. Penyimpanan persediaan pada logistik 
bantuan kemanusiaan menjadi salah satu hal yang dapat memastikan cepatnya respon 
bencana pada saat bencana tersebut terjadi (Tatham dan Kovacs, 2007). United Nations 
Department of Humanitarian Affairs (UNDHA, 1994) menyatakan bahwa kebijakan 
penyimpanan persediaan pada logistik bantuan kemanusiaan tidak hanya berperan 
untuk mempercepat respon pada saat terjadinya bencana, kebijakan tersebut merupakan 
cara yang efektif untuk mengurangi biaya dan mendapatkan sumber yang terpercaya 
sebagai penyedia atas barang-barang persediaan. Kondisi ini terjadi karena karena 
bantuan dapat dibeli terlebih dahulu dengan harga seminimal mungkin melalui penawar 
terendah.  
 
Selanjutnya, penyimpanan persediaan pada logistik bantuan kemanusiaan perlu 
ditempatkan di lokasi yang strategis dan kebijakan penempatan logistik bantuan 
kemanusiaan pada lokasi strategis ini telah diterapkan oleh beberapa organisasi 
kemanusiaan di dunia sebagai metode peningkatan kapasitas bantuan untuk korban 
bencana dengan rentang waktu yang singkat (Beamon dan Balcik, 2008). Pada 
dasarnya, penempatan logistik bantuan kemanusiaan pada lokasi yang strategis 
memiliki tujuan utama yaitu tersimpannya bantuan  di lokasi tertentu yang  siap 
digunakan pada saat dibutuhkan (Rawls dan Turnquist, 2010). Dalam hal ini, tantangan 
yang dihadapi untuk memenuhi tujuan tersebut adalah menentukan lokasi strategis 
yang dapat melindungi barang bantuan dari bencana yang terjadi namun pada saat 
bersamaan cukup dekat dengan lokasi bencana agar pendistribusian bencana dapat 
dilakukan secara efektif dan cepat (Beamon dan Balcik, 2008). 
 
Gudang. Gudang merupakan fasilitas khusus yang bersifat tetap, yang dirancang untuk 
mencapai target tingkat pelayanan. Gudang dibutuhkan dalam proses koordinasi 
penyaluran barang, yang muncul sebagai akibat kurang seimbangnya proses penawaran 
dan permintaan (Stock dan Lambert, 2001).  Gudang adalah bagian dari sistem logistik 
yang menyimpan produk-produk pada dan antara titik sumber dan titik konsumsi, serta 
menyediakan informasi kepada manajemen mengenai status, kondisi, dan disposisi dari 




Kriteria dan sub-kriteria untuk pemilihan lokasi gudang darurat bencana. 
Kriteria dan sub-kriteria yang digunakan untuk pemilihan lokasi gudang darurat 
bencana didopsi dari dua buah  referensi, yaitu Turgut, et al., (2011) dan Degener, et 
al., (2013). Dalam hal ini, dalam penelitian yang dilakukannya,  Turgut, et al., (2011) 
telah menggunakan krieria dan sub-kriteria tersebut untuk memilih lokasi gudang 
darurat bencana untuk gempa bumi di Istanbul; Adapun Degener, et al., (2013) telah 
menggunakan kriteria dan sub-kriteria tersebut untuk pemilihan lokasi gudang darurat 
bencana untuk banjir di Bangladesh. Secara rinci, kriteria dan sub-kriteria yang 










Tabel 1. Kriteria dan Sub-kriteria untuk Pemilihan Lokasi Gudang Darurat Bencana 
 
Kriteria Sub-kriteria Definisi Operasional Sumber 
Biaya Biaya investasi  Biaya yang dikeluarkan sebagai investasi 
pembangunan gudang darurat bencana 
Turgut, et 
al.,(2011), 
Degener, et al., 
(2013) 
Biaya perawatan  Biaya yang dikeluarkan sebagai biaya 
perawatan gudang darurat bencana 
Turgut, et al., 
(2011) 
Biaya operasional  Biaya yang dikeluarkan sebagai biaya 
pengoperasian gudang darurat bencana 
Turgut, et al., 
(2011), Degener, 
et al., (2013) 
Biaya distribusi  Biaya yang dikeluarkan sebagai biaya 
distribusi bantuan 
Degener, et al., 
(2013) 
Biaya pengadaan  Biaya yang dikeluarkan sebagai biaya 
pengadaan bantuan maupun infrastruktur 
gudang 
Degener, et al., 
(2013) 
Transportasi Kedekatan dengan 
jalur transportasi 
darat  
Tersedianya akses sarana transportasi 
jalur darat dari dan ke gudang darurat 
bencana 





Tersedianya akses sarana transportasi 
jalur air/laut darat dari dan ke  gudang 
darurat bencana 





Tersedianya akses  sarana transportasi 
jalur udara darat dari dan ke gudang 
darurat bencana 




teknologi informasi  
Tersedianya akses sarana infrastruktur 
teknologi informasi gudang darurat 
bencana 




(listrik, dsb)  
Tersedianya akses sarana infrastruktur 
energi gudang darurat bencana 





Tersedianya akses sarana infrastruktur air 
bersih gudang darurat bencana 




Kedekatan  dengan 
pusat kota  
Kedekatan lokasi gudang darurat bencana 
dengan pusat kota 





lokasi rawan bencana  
Kedekatam lokasi gudang darurat bencana 
dengan lokasi rawan bencana 
Turgut, et al., 
(2011), Degener, 
et al., (2013) 
Kesesuaian 
Iklim 
Temperatur  Kesesuaian kondisi iklim gudang darurat 
bencana dari segi temperatur 
Degener, et al., 
(2013) 
Curah hujan  Kesesuaian kondisi iklim gudang darurat 
bencana dari segi curah hujan 
Degener, et al., 
(2013) 
Kelembaban  Kesesuaian kondisi iklim gudang darurat 
bencana dari segi kelembaban 




Waktu pengiriman ke 
tempat bencana 
 
Waktu yang dibutuhkan dalam 
penyampaian bantuan dari gudang darurat 
bencana ke lokasi bencana 
Degener, et al., 
(2013) 





Kedekatan jarak antara gudang darurat 
bencana dengan organisasi kemanusiaan 
sebagai donor potensial 
Degener, et al., 
(2013) 
Jarak dari lokasi 
gudang darurat 
bencana ke pemasok  
Kedekatan jarak antara gudang darurat 
bencana dengan  pemasok bantuan 
bencana 
Degener, et al., 
(2013) 




Kriteria Sub-kriteria Definisi Operasional Sumber 
Aspek Sosial 
Ekonomi 
Tingkat kriminalitas  Tingkat kriminalitas daerah sekitar lokasi 
potensial gudang darurat bencana 
Degener, et al., 
(2013) 
Stabilitas politik  Stabilitas politik daerah sekitar lokasi 
potensial gudang darurat bencana 




Tingkat kemudahan tersedianya pegawai 
gudang darurat bencana 
Degener, et al., 
(2013) 
Kemudahan 
komunikasi (bahasa)  
Kemudahan komunikasi (bahasa) daerah 
potensial gudang darurat bencana 








Tingkat kesehatan daerah sekitar gudang 
darurat bencana 




Keanekaragaman jenis makanan bantuan 
jika terjadi bencana 
Degener, et al., 
(2013) 
Kualitas kehidupan  Tingkat kualitas hidup daerah sekitar 
gudang darurat bencana 
Degener, et al., 
(2013) 
 
Selanjutnya, sub kriteria yang berasal dari Turgut, et al., (2011) dan Degener, et al., 
(2013) akan divalidasi dengan cara menyebarkan kuesioner kepada sejumlah pakar, 
Validasi tersebut bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara kriteria dan sub-
kriteria dari Turgut, et al., (2011) dan Degener, et al., (2013) dengan kriteria dan sub 
kriteria yang dapat diterapkan untuk pemilihan lokasi gudang darurat bencana di 
Provinsi DKI Jakarta. 
 
Rancangan kuesioner penelitian. Penelitian ini menggunakan tiga jenis kuesioner. 
Kuesioner  pertama adalah kuesioner untuk memvalidasi sub-kriteria yang akan 
digunakan untuk menilai  lokasi yang berpotensi sebagai tempat gudang darurat 
bencana. Kuesioner kedua adalah kuesioner perbandingan perpasangan dan kusioner 
ketiga adalah kuesioner untuk memberikan penilaian terhadap sejumlah lokasi yang 
berpotensi sebagai tempat gudang darurat bencana. Kuesioner pertama dan sejumlah 
sub-kriteria pada kuesioner ketiga sama-sama menggunakan skala Likert 1 sampai 
dengan 5. Dalam hal ini, pada kuesioner pertama, nilai 1 berarti sangat tidak penting 
dan nilai 5 berarti sangat penting. Pada kuesioner ketiga, nilai 1 sampai dengan 5 dapat 
memiliki arti yang berbeda-beda tergantung dari sub-kriteria yang ditanyakan. Sebagai 
contoh, pada sub-kriteria biaya investasi, nilai 1 berarti nilai investasi <5.000.000 dan 
nilai 5 berarti nilai investasi >50.000.001. Pada sub-kriteria lainnya, seperti sub-kriteria 
tingkat krimininalitas, nilai 1 berarti sangat tidak sesuai untuk lokasi gudang darurat 
bencana dan nilai 5 berarti sangat sesuai untuk lokasi gudang darurat bencana. Dalam 
hal ini, terdapat dua sub-kriteria pada kueioner ketiga yang hanya menggunakan nilai 0 
dan 1 yaitu sub-kriteria ketersediaan energi (listrik) dan air. Nilai 0 berarti tidak 
tersedia dan nilai 1 berarti tersedia. Selanjutnya, kuesioner kedua menggunakan skala 
dari 1 sampai dengan 9, dimana  nilai  1 berarti kedua kriteria atau sub-kriteria 
memiliki kepentingan yang sama dan nilai 9 berarti satu kriteria atau sub-kriteria 
mutlak lebih penting dari kriteria bandingannya. Skala ini dikembangkan oleh Saaty 
(1980) 
 
Responden penelitian. Responden dalam penelitian ini dipilih dengan berdasarkan 
pada pertimbangan tertentu, yaitu mereka yang dianggap berkompeten dalam 
permasalahan penentuan lokasi gudang darurat bencana di Provinsi DKI Jakarta. 
Berdasarkan hal tersebut, terdapat 6 responden yang dipilih untuk mengisi ketiga 
kuesioner dalam penelitian ini, yaitu Kabid Kedaruratan, Logistik dan Pemulihan 
BPBD Provinsi DKI Jakarta; Kasi Kedaruratan, Logistik dan Pemulihan Kantor 




Penanggulangan Bencana Kota Admintratif Jakarta Utara; Kasi Kedaruratan, Logistik 
dan Pemulihan Kantor Penanggulangan Bencana Kota Administratif Jakarta Timur; 
Kasi Kedaruratan, Logistik dan Pemulihan Kantor Penanggulangan Bencana Kota 
Administratif Jakarta Pusat; Kasi Kedaruratan, Logistik dan Pemulihan Kantor 
Penanggulangan Bencana Kota Administratif  Jakarta Selatan dan Kasi Kedaruratan, 
Logistik dan Pemulihan Kantor Penanggulangan Bencana Kota Admnistratif Jakarta 
Barat.  
 
Teknik peengolahan data. Terdapat tiga metoda pengolahan data yang digunakan 
dalam Penelitian ini yaitu metoda AHP, cluster analysis, dan TOPSIS. Pengolahan data 
dengan menggunakan AHP dimulai dengan menyebarkan kuesioner perbandingan 
berpasangan, melakukan pengecekan nilai consistency ratio atas hasil pengisian 
kuesioner, menghitung bobot dari masing-masing kriteria dan sub-kriteria dari hasil 
pengisian kuesioner yang telah valid, serta mengalikan hasil perhitungan bobot setiap 
sub-kriteria dengan kriteria yang terkait untuk mendapatkan bobot global dari masing-
masing sub-kriteria penelitian (Saaty, 1980).  
 
Cluster analysis merupakan metode yang dapat mengelompokkan masing-masing titik 
demand berdasarkan jarak kedekatan dan jumlah demand dalam daerah tertentu dengan 
konsep center of gravity. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan demand adalah jumlah 
penduduk. Menurut de La Fuente dan Lozano (1998) dan Mulyono dan Ishida (2014), 
perhitungan  dalam cluster analysis diawali dengan membuat peta jala-jala dari 
Provinsi DKI Jakarta sehingga dapat diketahui koordinat dari masing-masing titik 
demand. Setelah masing-masing titik demand diketahui koordinatnya, langkah 
selanjutnya adalah menghitung matriks jarak dengan menggunakan persamaan (1) 
berikut. 
 
𝐷  𝑘√ 𝑥 − 𝑥     𝑦 − 𝑦                                   (1) 
 
Selanjutnya, setelah semua jarak diketahui, dilakukan penggambungan pada  dua buah 
titik demand yang memiliki jarak terpendek. Koordinat baru dari penggabungan kedua 
titik demand ini dapat dicari dengan persamaan (2) dan (3) berikut.  
 
x = 
             
     
                                              (2) 
y = 
             
     
 (3) 
dimana: 
𝑥  =  koordinat x pada lokasi titik demand 1 
𝑥  =  koordinat x pada lokasi titik demand 2 
𝑦  =  koordinat y pada lokasi titik demand 1 
𝑦  =  koordinat x pada lokasi titik demand 2 
D =  jarak lokasi titik demand 1 dan titik demand 2 
k =  skala yang digunakan 
𝑑 =  jumlah permintaan (demand) pada titik demand 1 
𝑑 =  jumlah permintaan (demand) pada titik demand 2 
 




Perhitungan jarak dilakukan kembali terus menerus sampai tidak mungkin lagi terjadi 
pengelompokkan karena titik demand hanya tersisa satu atau karena jarak maksimal 
antar titik demand telah dicapai. 
 
Adapun langkah-langkah dalam metoda TOPSIS dapat diuraikan sebagai berikut 
(Shyur dan Shih, 2006)  Pertama, membuat hierarki keputusan. Kedua, membuat 
matriks pengambilan keputusan. Ketiga melakukan normalisasi matriks pengambilan 
keputusan. Normalisasi matriks pengambilan keputusan dilakukan menggunakan 
persamaan berikut ini. 
 
𝑟    
    
√∑      
 
   
, i= 1,2,....m; j= 1,2,....n  (4) 
dimana: 
𝑟  =     hasil normalisasi kolom i dan baris j 
𝑓     isi dari matriks pengambilan keputusan kolom i dan baris j 
 
Kelima, setelah dilakukan normalisasi, matriks pengambilan keputusan kemudian 
dikalikan dengan bobot hasil dari perhitungan menggunakan metode AHP 
menggunakan persamaan berikut: 
vij=𝑟   x wij, i= 1,2,....m; j= 1,2,....n  (5) 
dimana: 
𝑟  =    hasil normalisasi kolom i dan baris j 
𝑤    bobot dari perhitungan menggunakan metode AHP 
Keenam, menentukan Positive Ideal Solution  (A
*
) dan Negative Ideal Solution (A
-
). 
Ketujuh, meghitung jarak dari masing-masing alternative dengan A* dan A- 
menggunakan persamaan berikut. 
𝐷 
   √∑  𝑣  −
 
   𝑣 
                 i=1,2,...,m (6) 
𝐷 
   √∑  𝑣  −
 
   𝑣 
                 i=1,2,...,m  (7) 
dimana : 
𝑣   =  nilai dari alternatif 
𝑣 
   positive ideal solution 
𝑣 
   negative ideal solution 
Kedelapan, menghitung nilai CCi dan melakukan pengurutan ranking  dari sejumlah 
alternatif.  Adapun nilai CCi dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut: 
 




    
  (8) 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Hasil validasi kriteria dan subkriteria untuk pemilihan lokasi gudang darurat 
bencana. Validasi atas sub-kriteria untuk pemilihan lokasi gudang darurat bencana 
dilakukan berdasarkan pada hasil pengisian kuesioner berskala Likert 1-5 oleh 6 orang 
responden. Dalam hal ini, suatu kriteria dan sub-krieria dianggap valid dan dapat 
digunakan dalam penelitian ini apabila memiliki nilai rataan ≥ 3. Dari 9 kriteria dan 26 
subkriteria yang diadopsi dari penelitian terdahulu oleh Turgut, et al., (2011) dan 




Degener, et al., (2013), terdapat 7 sub kriteria yang memiliki nilai rataan <  3 yaitu sub-
kriteria  biaya distribusi, biaya pengadaan, jalur udara, jarak ke organisasi kemanusiaan 
terdekat, jarak dari pemasok, keanekaragaman makanan, serta kualitas kehidupan. Sub-
kriteria jarak ke orgnaisasi nirlaba terdekat dan sub-kriteria jarak dari pemasok 
merupakan sub-kriteria dari jarak. Oleh karena kedua sub-kriteria dari jarak di hapus, 
maka kriteria jarak secara otomatis dihilangkan dari kriteria untuk pemilihan lokasi 
gudang darurat bencana. Dengan demikian, berdasarkan hasil validasi, terdapat 8 
krtieria dan 19 kriteria yang dinilai sesuai untuk pemilihan lokasi gudang darurat 
bencana di Provinsi DKI Jakarta.  
Hasil pembobotan kriteria dan sub-kriteria menggunakan metode AHP,  Secara 
rinci, hasil pemboboan kriteria dan sub-krieria dengan menggunakan metoda AHP 
dapat dilihat pada Tabel 2 berikut. Hasil pembobotan pada Tabel 2 mengindikasikan 
bahwa sub-kriteria yang memiliki bobot tertinggi adalah waktu pengiriman, yang 
diikuti dengan kedekatan dengan lokasi rawan bencana, kedekatan dengan jalur darat, 
ketersediaan energi (listrik), dan kesehatan lingkungan sekitar gudang. Sejalan dengan 
hasil yang diperoleh dari penelitian ini, pentingnya waktu pengiriman untuk lokasi 
gudang darurat bencana dikemukakan juga oleh Balcik dan Beamon (2008) dan 
Howden (2009). Dalam hal ini, makin cepat waktu yang dibutuhkan untuk mencapai 
daerah yang terkena bencana maka posisi gudang darurat bencana dinilai makin baik. 
Lamanya waktu yang dibutuhkan untuk penanggulangan bencana sangat 
mempengaruhi jumlah korban yang terancam oleh berbagai hal yang disebabkan oleh 
bencana (Balcik dan Beamon, 2008). Howden (2009) menyatakan kecepatan waktu 
pengiriman merupakan salah satu ciri dari gudang darurat bencana yang efisien 
 
Tabel 2. Hasil Pembobotan Kriteria dan Sub-kriteria untuk Pemilihan Lokasi Gudang 
Darurat Bencana 
 
Kriteria Subkriteria Bobot Lokal Bobot Global 
Biaya (0,048) Biaya investasi 0,297 0,0143 
Biaya pemeliharaan 0,170 0,0082 
Biaya operasional 0,533 0,0256 
Transportasi (0,150) Kedekatan dengan jalur transportasi darat 0,865 0,1298 
Kedekatan dengan jalur transportasi air/laut 0,135 0,0203 
Infrastruktur (0,133) Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi 0,215 0,0286 
Ketersediaan infrastruktur energi (listrik, dsb) 0,416 0,0553 
Ketersediaan infrastruktur air bersih 0,369 0,0491 
Lokasi Geografis (0,174) Kedekatan dengan pusat kota 0,230 0,0400 
Kedekatan dengan lokasi rawan bencana 0,770 0,1339 
Kesesuaian Iklim (0,174) Temperatur 0,451 0,0230 
Curah Hujan 0,310 0,0158 
Kelembaban 0,239 0,0122 
Waktu Pengiriman 
(0,354) 
Waktu pengiriman ke tempat bencana 1,000 0,3540 
Aspek Ekonomi (0,034) Tingkat kriminalitas 0,360 0,0122 
Stabilitas politik (keamanan) 0,200 0,0068 
Ketersediaan pegawai 0,338 0,0115 
Kemudahan komunikasi (bahasa) 0,102 0,0035 
Aspek Terkait-Personal 
(0,055) 
Kesehatan lingkungan di sekitar gudang 1,000 0,0550 
Jumlah 1,0000 
 




Hasil penentuan lokasi potensial menggunakan metode cluster analysis. Hasil 
penentuan lokasi potensial menggunakan metode cluster analysis mengidikasikan 
adanya sejumlah koordinat lokasi gudang darurat bencana banjir yang potensial. Secara 
rinci, titik koordinat dari lokasi gudang darurat bencana yang ptensia serta lokasi 
kecamatan dan kelurahan dari koordinat tersebut dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.  
 
Tabel 3. Lokasi Potensial Terpilih Per Kota Administratif 
 
No. Kota Administratif Kecamatan Kelurahan Koordinat 
1. Jakarta Utara Tanjung Priok Sunter (16,81 ; 11,50) 
2. Jakarta Timur Makasar Halim Perdana Kusuma (9,07 ; 13,53) 
3. Jakarta Pusat Senen Senen (9,5 ; 14,39) 
4. Jakarta Barat Kebon Jeruk Kedoya Utara (9,55 ; 12,37) 
5. Jakarta Selatan Cilandak  Cipete Selatan (10,5 ; 13,85) 
 
Hasil penilaian lokasi potensial dengan menggunakan metode TOPSIS. 
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, metoda TOPSIS diawali dengan membuat 
hierarki keputusan berdasarkan sub-kriteria dalam penelitian berserta masing-masing 
alternatifnya, dilanjutkan dengan membuat matriks pengambilan keputusan, 
normalisasi matriks pengambilan keputusan dan mengalikannya dengan bobotnya, 
menentukan solusi ideal positif dari masing-masing subkriteria, menghitung jarak dari 
masing-masing alternatif dengan solusi ideal positif dan solusi ideal negatif, 
menghitung nilai    , dan diakhiri dengan mengurutkan nilai      dari yang paling 
besar ke yang paling kecil untuk mendapatkan urutan terbaik dari kelima alternatifnya 
(Shyur dan Shih, 2006). Secara grafis, hieraki keputusan untuk pemilihan sejumlah 
lokasi gudang darurat bencana banjir yang potensial Provinsi DKI Jakarta berdasarkan 
sub-kriterianya dapat dilihat pada Gambar 1 berikut.  Selanjutnya, matriks pengambilan 
keputusan dapat dapat  dilihat pada Tabel 4. Terdapat dua tipe data yang digunakan 
dalam matriks pengambilan keputusan. Pertama, tipe data yang diperoleh dari hasil 
pengisian kuesioner yang mengunakan skala Likert 1 sampai dengan 5 atau yang 
diperoleh dari hasil pengian kuesioner yang menggunakan skala 0 dan 1. Tipe kedua 
adalah  tipe data yang diperoleh dari hasil pengukuran yang bersumber dari sejumlah 
literatur atau data sekunder. Dalam hal ini, data yang diperoleh dari hasil pengukuran 
digunakan untuk menilai sembilan buah sub-kriteria yaitu sub-kriteria biaya 
operasional, kedekatan dengan jalurdarat (jarak lokasi potensial ke akses tol terdekat), 
ketersediaan  jalur laut (jarak lokasi potensial ke pelabuhan terdekat), kedekatan dengan 
pusat kota (jarak dari lolasi ptensial ke pusat kota terdekat), kedekatan dengan lokasi 
rawan bencana (jarak dari lokasi potensial ke lokasi rawan bencana terdekat), 
temperatur, curah hujan, kelembaban, dan waktu pengiriman ke lokasi rawan bencana. 
Selain kesembilan sub-kriteria tersebut, data-data untuk penilaian sub-kriteria lainya 
diperoleh dari hasil pengisian kuesioner skala Likert 1 sampai dengan 5 atau dari hasil 
pengisian kuesioner dengan nilai 0 dan 1 oleh enam orang responden yang kemudian 
dirata-ratakan. Sebagaimana telah dinyatakan sebelumnya, walaupun sama-sama 
menggunakan nilai 1 sampai dengan 5, arti nilai 1 sampai dengan 5 untuk setiap sub-
kriteria dapat berbeda-beda.   
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Biaya investasi 0,6063 0,3638 0,3638 0,4851 0,3638 
Biaya pemeliharaan 0,4349 0,4151 0,4559 0,4349 0,4915 
Biaya operasional 0,4472 0,4472 0,4472 0,4472 0,4472 
Kedekatan dengan jalur 
transportasi darat 
0,4205 0,1577 0,4730 0,4205 0,6307 
Kedekatan dengan jalur 
transportasi air/laut 
0,1769 0,6478 0,3837 0,2815 0,5680 
Ketersediaan infrastruktur 
teknologi informasi 
0,5345 0,2673 0,2673 0,5345 0,5345 
Ketersediaan infrastruktur 
energi (listrik, dsb) 
0,4472 0,4472 0,4472 0,4472 0,4472 
Ketersediaan infrastruktur 
air bersih 
0,4472 0,4472 0,4472 0,4472 0,4472 
Kedekatan dengan pusat 
kota 
0,1799 0,8892 0,0635 0,1059 0,4022 
Kedekatan dengan lokasi 
rawan bencana 
0,4185 0,2408 0,4414 0,3267 0,6822 
Temperatur 0,4540 0,4461 0,4450 0,4450 0,4461 
Curah Hujan 0,4208 0,4499 0,4353 0,4499 0,4781 
Kelembaban 0,4391 0,4531 0,4373 0,4532 0,4532 
Waktu pengiriman ke 
tempat bencana 
0,4185 0,2408 0,4414 0,3267 0,6822 
Tingkat kriminalitas 0,4295 0,4382 0,5566 0,3827 0,4090 
Stabilitas politik 
(keamanan) 
0,4472 0,4472 0,4472 0,4472 0,4472 
Ketersediaan pegawai 0,4800 0,4700 0,4268 0,4313 0,4249 
Kemudahan komunikasi 
(bahasa) 
0,4376 0,4173 0,4376 0,4591 0,4818 
Kesehatan lingkungan di 
sekitar gudang 
0,4700 0,4477 0,3701 0,4700 0,4700 
 
Oleh karena, jenis data yang digunakan untuk menilai kondisi dari setiap sub-kriteria 
cukup beragam maka perlu dilakukan normalisasi atas matriks pengambilan keputusan 
dengan menggunakan persamaan 4. Hasil normalisasi atas matriks pengambilan 
keputusan dapat dilihat pada Tabel 5 berikut. Selanjutnya, matriks pengambilan 
keputusan yang ternormalisasi tersebut dikalikan dengan bobot dari setiap sub-
kriterianya sehingga didapatkan matriks pengambilan keputusan terbobot 















Tabel 6. Matriks Pengambilan Keputusan Terbobot Ternormalisasi 
 

















Biaya investasi 0,0086 0,0052 0,0052 0,0069 0,0052 
Biaya pemeliharaan 0,0035 0,0034 0,0037 0,0035 0,0040 
Biaya operasional 0,0114 0,0114 0,0114 0,0114 0,0114 
Kedekatan dengan jalur 
transportasi darat 
0,0546 0,0205 0,0614 0,0546 0,0818 
Kedekatan dengan jalur 
transportasi air/laut 
0,0036 0,0131 0,0078 0,0057 0,0115 
Ketersediaan infrastruktur 
teknologi informasi 
0,0153 0,0076 0,0076 0,0153 0,0153 
Ketersediaan infrastruktur 
energi (listrik, dsb) 
0,0247 0,0247 0,0247 0,0247 0,0247 
Ketersediaan infrastruktur 
air bersih 
0,0219 0,0219 0,0219 0,0219 0,0219 
Kedekatan dengan pusat 
kota 
0,0075 0,0352 0,0026 0,0044 0,0167 
Kedekatan dengan lokasi 
rawan bencana 
0,0561 0,0323 0,0591 0,0438 0,0914 
Temperatur 0,0104 0,0103 0,0102 0,0102 0,0103 
Curah Hujan 0,0067 0,0071 0,0069 0,0071 0,0076 
Kelembaban 0,0054 0,0055 0,0053 0,0055 0,0055 
Waktu pengiriman ke 
tempat bencana 
0,1481 0,0852 0,1563 0,1157 0,2415 
Tingkat kriminalitas 0,0053 0,0054 0,0068 0,0047 0,0050 
Stabilitas politik 
(keamanan) 
0,0030 0,0030 0,0030 0,0030 0,0030 
Ketersediaan pegawai 0,0055 0,0054 0,0049 0,0050 0,0049 
Kemudahan komunikasi 
(bahasa) 
0,0015 0,0014 0,0015 0,0016 0,0017 
Kesehatan lingkungan di 
sekitar gudang 
0,0258 0,0246 0,0204 0,0258 0,0258 
 
 Setelah didapatkan matriks pengambilan keputusan terbobot ternormalisasi, 
selanjutnya masing-masing sub kriteria dicari solusi ideal positif (A*) dan solusi ideal 
negatifnya (A
-
). Apabila tujuan dari pemilihan subkriteria adalah maksimasi seperti 
pada sub-kriteria ketersediaan teknologi informasi, ketersediaan energi (listrik), 
ketersediaan air bersih, tingkat kriminalitas, stabilitas politik, ketersediaan pegawai, 
serta kemudahan komunikasi dan kesehatan lingkungan sekitar gudang, maka A* 
merupakan nilai terbesar dari masing-masing sub-kriteria tersebut dan A
-
 merupakan 
nilai terkecil dari masing-masing sub-kriteria tersebut. Sebaliknya apabila tujuannya 
minimasi, seperti pada sub-kriteria biaya investasi, biaya  pemeliharaan, biaya 
operasional, kedekatan dengan jalur darat, kedekatan dengan jalur air/laut, kedekatan 
degan pusat kota, kedekatan dekat dengan lokasi rawan bencana, temperatur, curah 
hujan, kelembaban, dan waktu pengiriman ke tempat bencana, maka A* merupakan 
nilai terkecil dari setiap sub-kriterianya dan A
-
 adalah nilai terbesar dari setiap sub-
kriterianya. Secara rinci, nilai solusi ideal positif (A*) dan solusi ideal negatif (A
-
) dari 
setiap sub-kriteria dapat dilihat pada Tabel 7.  
 




Tabel 7. Nilai Solusi Ideal Positif (A*) dan Solusi Ideal Negatif (A
-








Biaya investasi Min 0,0052 0,0086 
Biaya pemeliharaan Min 0,0034 0,0040 
Biaya operasional Min 0,0114 0,0114 
Kedekatan dengan jalur transportasi darat Min 0,0205 0,0818 
Kedekatan dengan jalur transportasi air/laut Min 0,0036 0,0131 
Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi Max 0,0153 0,0076 
Ketersediaan infrastruktur energi (listrik, dsb) Max 0,0247 0,0247 
Ketersediaan infrastruktur air bersih Max 0,0219 0,0219 
Kedekatan dengan pusat kota Min 0,0026 0,0352 
Kedekatan dengan lokasi rawan bencana Min 0,0323 0,0914 
Temperatur Min 0,0102 0,0104 
Curah Hujan Min 0,0067 0,0076 
Kelembaban Min 0,0053 0,0055 
Waktu pengiriman ke tempat bencana Min 0,0852 0,2415 
Tingkat kriminalitas Max 0,0068 0,0047 
Stabilitas politik (keamanan) Max 0,0030 0,0030 
Ketersediaan pegawai Max 0,0055 0,0049 
Kemudahan komunikasi (bahasa) Max 0,0017 0,0014 
Kesehatan lingkungan di sekitar gudang Max 0,0258 0,0204 
 
Langkah selanjutnya adalah melakukan perhitungan jarak kedekatan setiap 
alternatif lokasi terhadap solusi ideal positifnya (D*) dan solusi ideal negatifnya (D
-
 ) 
dengan menggunakan persamaan 6 dan 7. Selanjutnya, hasil perhitungan jarak 
kedekatan setiap alternatif lokasi terhadap solusi ideal positif dan negatifnya digunakan 
untuk menghitung CCi dengan menggunakan persamaan 8. Nilai tersebut merupakan 
dasar untuk memilih alternatif lokasi terbaik, dimana lokasi yang terbaik adalah lokasi 
yang memiliki nilai CCi paling besar. Hasil perhitungan jarak kedekatan setiap 
alternatif lokasi terhadap solusi ideal positifnya (D*) dan solusi ideal negatifnya (D
-
 ) 
dan nilai CCi nya dapat dilihat pada Tabel 8. 
 
Tabel 8. Nilai  Solusi Ideal Positif (D*), Solusi Ideal Negatifnya, dan CCi untuk Setiap 
Alternatif Lokasi 
 
Lokasi Potensial D* D- CCi Ranking 
Tanjung Priok (Sunter) 0,0757 0,1080 0,5890 3 
Makasar (Halim Perdana Kususma) 0,0348 0,1781 0,8364 1 
Senen (Senen) 0,0869 0,0991 0,5330 4 
Kebon Jeruk (Kedoya Utara) 0,0473 0,1412 0,7491 2 
Cilandak (Cipete Selatan) 0,1787 0,0211 0,1056 5 
 
Nilai CCi dari setiap alternatif lokasi menunjukkan bahwa lokasi gudang darurat 
bencana yang paling baik adalah Kebon Jeruk (Kedoya Utara) diikuti oleh Makasar 
(Halim Perdana Kusuma), Tanjung Priok (Sunter), Senen (Senen), dan Cilandak 
(Cipete Selatan). Penentuan lokasi gudang darurat bencana dengan pendekatan AHP, 
cluster analysis, dan TOPSIS sebagaimana yang digunakan dalam penelitian ini 
merupakan pengembangan dari penelitian penentuan lokasi yang umum yang biasanya 
digunakan untuk penentuan lokasi dari suatu fasilitas seperti lokasi pabrik, lokasi retail, 
lokasi gudang, lokasi showroom, dan sebagainya. Dalam hal ini, penelitian tentang 
penentuan lokasi memiliki sejarah yang panjang dan melibatkan banyak disiplin ilmu 




seperti operations research, teknik industri, geografi, ekonomi, ilmu komputer, 
matematika, marketing, teknik elektronika, dan perencanaan wilayah (Cheng dan Li, 
2004). Selanjutnya, berdasarkan pada penelitian-penelitian sebelumnya, terdapat 
sejumlah pendekatan lainnya yang dapat digunakan untuk menentukan lokasi seperti 
pendekatan programa dinamis  (Canel, et al., 2001), integer programming (Melkote dan 
Daskin, 2001), analisis multiple regression (Nicolau, 2002), dan pendekatan AHP 
(Turgut, et al., 2011) dan pendekatan fuzzy AHP (Celik, et al.,  2009; Torfi, et al., 
2010, Turgut, et al., 2011). Pada dasarnya, penggunaan berbagai pendekatan ini dapat 
saja mempengaruhi hasil penentuan lokasi yang diperoleh. Namun demikian, Turgut, et 
al., (2011) dalam penelitian yang dilakukannya dapat membuktikan bahwa alternatif 
lokasi yang diperoleh dengan menggunakan pendekatan AHP dan Fizzy AHP adalah 





Penelitian ini bertujuan untuk menentukan lokasi gudang darurat bencana di 
Provinsi DKI Jakarta untuk pertolongan pertama pada saat banjir dengan menggunakan 
tiga pendekatan, yaitu AHP, cluster analysis, dan TOPSIS.  Dalam hal ini, terdapat 8 
kriteria dan 19 sub-kriteria yang digunakan untuk menentukan sejumlah alternatif 
lokasi gudang darurat bencana di empat Kota Administratif di Propinsi DKI Jakarta. 
Kedelapan kriteria tersebut adalah biaya, transportasi, infrastruktur, lokasi geografis, 
kesesuaian iklim, waktu pengiriman, sosial ekonomi dan kriteria yang personal. 
Selanjutnya, kesembilan belas sub-kriteria yang digunakan adalah biaya investasi, 
biaya  pemeliharaan, biaya operasional, kedekatan dengan jalur transportasi darat, 
kedekatan dengan jalur transportasi laut, ketersediaan infrastruktur teknologi informasi, 
ketersediaan infrastruktur energi (listrik, dsb), ketersediaan infrastruktur air bersih, 
kedekatan dengan pusat kota, kedekatan dengan lokasi potensial, temperatur, curah 
hujan, kelembaban, waktu pengiriman, tingkat kriminalitas, stabilitas ekonomi, 
ketersediaan pegawai, kemudahan komunikasi, serta kesehatan lingkungan sekitar 
gudang.  
Hasil pembobotan setiap kriteria dan sub-kriteria dengan menggunakan metoda 
AHP menunjukkan bahwa kriteria yang memiliki bobot tertinggi adalah kriteria waktu 
pengiriman dan lima sub-kriteria yang memiliki bobot tertinggi adalah adalah waktu 
pengiriman, kedekatan dengan lokasi potensial, kedekatan dengan jalur transportasi 
darat, ketersediaan infrastruktur energi (listrik, dsb), serta kesehatan lingkungan sekitar 
gudang. Adapun hasil dari cluster analysis menunjukkan bahwa terdapat lima alternatif 
lokasi untuk gudang darurat bencana di setiap Kota Administratif di Provinsi Jakarta, 
yaitu Kecamatan Tanjung Priok, Kelurahan Sunter (Kota Administratif Jakarta Utara), 
Kecamatan Makasar, Kelurahan Halim Perdana Kusuma (Kota Adminstratif Jakara 
Timur), Kecamatan Senen, Kelurahan Senen (Kota Administratif Jakarta Pusat), 
Kecamatan Kebon Jeruk, Kelurahan Kedoya Utara (Kota Administratif Jakarta Barat), 
dan Kecamatan Cilandak, Kelurahan Cipete Selatan (Kota Adminstratif Jakarta 
Selatan).  Pada akhirnya, lokasi yang menjadi prioritas utama untuk lokasi gudang 
darurat bencana dari kelima alternatif dipilih dengan  menggunakan metoda TOPSIS 
yang menggunakan hasil pembobtan dengan dari AHP dan nilai yang mencerminkan 
kondisi dari setiap sub-kriteria pada setiap alternatif lokasi. Hasil pengolahan data 
dengan metoda TOPSIS menunjukkan bahwa lokasi yang menjadi prioritas utama 
adalah Kecamatan Makasar. 




Penelitian ini memiliki sejumlah kekurangan yang dapat ditindaklanjuti dengan 
penelitian di masa yang akan datang. Penelitian ini belum melakukan analisa 
sensitifitas, khususnya terhadap kriteria dan sub-kriteria yang rentan mengalami 
perubahan seperti kriteria biaya dan waktu pengiriman. Untuk itu, dalam penelitian 
selanjutnya, dianjurkan untuk menambahkan analisis sensitifitas terhadap kedua kriteria 
tersebut. Penelitian ini juga belum memasukkan kriteria kedekatan dengan gudang yang 
sudah ada dan kedekatan dengan negara tetangga sebagai salah satu pertimbangan 
untuk penentuan alternatif lokasi.  Dalam hal ini, kedua kriteria tersebut telah 
digunakan oleh Roh, et al., (2013) untuk menentukan lokasi pembangunan gudang 
darurat bencana di Dubai. Penelitian selanjutnya, dapat dapat dilakkan dengan 
menduplikasi metoda yang digunakan dalam penelitian ini untuk penentuan gudang 
darurat bencana di lokasi lain. Penelitian lanjutan juga dapat dilakukan dengan 
mengkombinasikan metoda multicriteria decision making lainnya, seperti metoda 
PROMETHEEI+II  (lihat penelitian Degener, et al., 2013) dan pendekatan Fuzzy  (lihat 
penelitian Roh, et al., 2013) sehingga akan menambah wawasan tentang metodologi 
yang dapat diguankan untuk penentuan lokasi gudang darurat bencana. 
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